
WALIKOTA AMBON,
a.bahwa besarnya tunjangan perumahan yang diberikan

kepada Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Ambon di Tahun 2014 sampai dengan Tahun
2015 sudah tidak sesuai lagi dengan Standar Satuan Harga
Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2016,
sehingga Peraturan Walikota Ambon Nomor - 64 Tahun

2014 perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dengan
perkembangan harga-harga terkini;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

1.Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam

Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara)
Tahun  1957  Nomor  80),  Sebagai  Undang-Undang
(Lembaran Negara Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 111; Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1645);

2.Undang-Undang  Nomor   28  Tahun  1999  tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4.Undang-Undang  Nomor   1   Tahun  2004  tentang
Pembendaharaan  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
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5.Undang-Undang  Nomor   23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang  Nomor   30  Tahun  2014  tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7.Peraturah Pemerintah Nomor  15 Tahun 1955 tentang
Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak
Mengatur dan  Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor
30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
809);

8.Peraturan Pemerintah Nomor  13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3137);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4022);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 teiitang
Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler  dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat  Daerah (Lembaran
Negara  Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4540) yang diubah kembali untuk kedua kali dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4659);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang   Pedoman   Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
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Diundangkan di Ambon
pada tanggal 26 Januari 2016

Ditetapkan di Ambon
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Pasal II

Peraturan Waiikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Pasal 4

Tunjangan perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD
Kota Ambon periode 2014-2019 adalah masing-masing
sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu
Rupiah) perbulan.
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Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor -
64 Tahun tentang Tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD Kota Ambon periode 2014-2019 (Berila Daerah
Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 mengalami perubahan sebagai berikut:

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR - 64
TAHUN 2014 TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PERIODE 2014 - 2019.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :


